SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
“VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Keterbukaan informasi  publik
merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik
lainnya dan segala sesuatu yang berakibat
pada kepentingan publik sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

b. bahwa dalam menjalankan misinya serta
dalam rangka membangun budaya kampus,
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta  bertekad untuk
memberikan informasi publik yang menjadi
bagian yang tak terpisahkan dalam
mengawal pemerintah yang bersih,
transparan dan akuntabel menuju prinsip-

prinsip good governance;

c.bahwa ...
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bahwa berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

. huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor

Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta tentang Informasi
Publik dan Dokumentasi di Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
fentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008  Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
Peraturan  Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN
“Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28
Tahun 2016 tentang perubahan atas

Peraturan ...
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Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata kerja UPN
“Veteran”  Yogyakarta  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2013 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5438);

Peraturan  Komisi Informasi Nomor
1 tahun 2010 tentang Standar layanan
Informasi Publik;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN
“Veteran” Yogyakarta sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28
tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata kerja UPN
“Veteran” Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
725);

Memutuskan ...




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS

PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA TENTANG INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL ‘VETERAN’
YOGYAKARTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya
sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi
Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.,

Badan Publik adalah lembaga eksekuti, legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau
organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh

Dananya ...
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dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang
selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta adalah perguruan
tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di UPN “Veteran” Yogyakarta.

Atasan PPID UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut
Atasan PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang
peniyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta

PPID Unit Kerja dan Fakultas adalah Pejabat yang bertanggung
jawab terhadap informasi Publik di setiap unit kerjanya.

Petugas Informasi Utama adalah pegawai bidang kehumasan yang
melaksanakan pelayanan informasi UPN “Veteran” Yogyakarta
dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi bagi
pelaksanaan tugas PPID.

Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik sebagaimana
yang diatur dalam Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi
Pubilik,

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pengklasifikasian  Informasi Publik adalah penetapan informasi
sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat

dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup

Informasi ...
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Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu
Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon
Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a.

memberikan standar operasional bagi UPN “Veteran” Yogyakarta
dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
meningkatkan pelayanan Informasi Publik oleh UPN
“Veteran” Yogyakarta untuk menghasilkan layanan yang
berkualitas;

menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh
akses Informasi Publik di UPN “Veteran” Yogyakarta; dan

menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Keterbukan Informasi Publik.

Pasal 3

UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan salah satu Badan Informasi
Publik.

(1)

()

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan
Informasi Publik.

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
alasan permintaan Informasi Publik.

Pasal 5 ...
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Pasal 5

Setiap Pemohon Informasi Publik berkewajiban  untuk
menggunakan Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pengguna Informasi Publik wajib mencatumkan sumber diperoleh
nya Informasi Publik.

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang
digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan
publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 6

UPN “Veteran” Yogyakarta merupakan salah satu Badan Publik

berhak menolak memberikan informasi yang termasuk informasi

dikecualikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan kepada pemohon

informasi diantaranya :

a. informasi yang dapat menjadikan ketidakstabilan UPN “Veteran”
Yogyakarta;

b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; dan

¢. informasi publik yang belum didokumentasikan.

Pasal 7

UPN “Veteran” Yogyakarta wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

(2)Ketentuan ...
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN UPN “VETERAN”
YOGYAKARTA

Pasal 8

(1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon
Informasi Publik, UPN “Veteran” Yogyakarta berkewajiban membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.

(2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh PPID atas persetujuan Rektor UPN “Veteran”
Yogyakarta.

(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

BAB YV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
Pelayanan Informasi Publik di UPN “Veteran® Yogyakarta

diselenggarakan menurut asas-asas keterbukaan informasi publik
meliputi:

a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik.

b.Informasi ...
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Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan
pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi  diberikan  kepada masyarakat serta  setelah
dipertimbangkan dengan sEksama bahwa menutup Informasi
Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Pasal 10
Untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan informasi publik
yang transparan dan akuntabel, Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta
membentuk Struktur Organisasi PPID.
Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. Atasan PPID;
b. PPID Utama;
c. PPID Pelaksana Unit Kerja dan Fakultas; dan
d. Petugas Informasi Utama.
(3) Struktur Organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tanggungjawab, dan Wewenang

Pasal 11

Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2 ) huruf
a di jabat oleh Rektor.

Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi

dan ...
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dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik di lingkungan
UPN “Veteran” Yogyakarta secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi
publik.

Pasal 12

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf
b di jabat oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja

Sama yang membawahi bidang informasi publik.

PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

tanggung jawab:

a.

Menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah;

Melakukan pengawasan tethadap pelaksanaan layanan
informasi secara baik dan efisien yang dilaksanakan oleh
petugas informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
Meningkatkan sumber daya dalam pelayanan informasi;

d. Mengkoordinasikan informasi publik yang berada di setiap Unit

Satker;

Mengkoordinasikan penyediaan dan pengelolaan seluruh

informasi yang dapat diakses oleh publik;

Menjamin tersimpan dan terdokumentasi seluruh informasi

secara fisik yang meliputi:

1} Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

3} Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta

mudah dipahami.

Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi;
Menganggarakan pembiayaan secara memadai bagi layanan

informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j.Melakukan ...
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i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi;
dan

k. Mengumumkan laporan tentang layanan informasi serta
menyampaikan salinan laporan kepada Atasan PPID.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) , PPID Utama memiliki wewenang:

a. Memberikan usulan atau masukan tanggapan kepada atasan
PPID atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
sesuai prosedur penyelesain keberatan,;

b. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi
yang dimohon termasuk informasi dikecualikan /rahasia dengan
disertai alasan;

C. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang
dikecualikan beserta alasannya; dan

d. Menetapkan program dan standar layanan minimal informasi
public serta meningkatkan sumber daya manusia dalam layanan
publik.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagimana dimaksud pada

ayat (1), PPID Utama berkoordinasi dengan Unit Kerja yang

mempunyai tugas dan fungsi:

a. Data dan Informasi;

b. Bantuan Hukum; dan

¢. Dokumentasi dan Kearsipan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana di maksud pada

ayat (1), PPID Utama dibantu oleh PPID Unit Kerja.

PPID Pelaksana Unit Kerja dan Fakultas
Pasal 13
PPID Pelaksana Unit kerja dan Fakultas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf ¢ di jabat oleh Dekan, Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),

Lembaga ...
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Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu,
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja
Sama, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Perpustakaan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa
dan Layanan Internasional, Kepala Unit Pelaksana Teknik
Laboratorium  Terpadu, Kepala Unit Pelaksana  Teknik
Pengembangan Karir dan Kewirausahaan yang membawahi bidang
informasi publik.

PPID Pelaksana Unit Kerja dan Fakultas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab:

a. membuat, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi
Publik di Unit kerjanya untuk disampikan kepada PPID Utama
secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

b. menyediakan, menyimpan, dan mendokumentasikan seluruh
Informasi Publik yang berada di Unit kerjanya secara fisik.

¢. menyampaikan  seluruh informasi public yang berada di unit
kerja masing-masing kepada PPID Utama sesuai dengan
permintaan jika diperlukan;

d. berkoordinasi dengan PPID Utama dalam melakukan pengelolaan
informasi yang dikecualikan yang meliputi:

1. melakukan pengujian konsekuensi;

2. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang

dikecualikan beserta alasannya;

3. membuat dan menyertakan alasan tertulis
pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan
Informasi Publik ditolak berdasarkan ketentuan pengecualian
informasi;

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimasud pada
ayat (1), PPID Pelaksana Unit Kerja dan Fakultas dapat dibantu oleh
paling sedikit 1 (satu) orang pelaksana dari Unit Keja yang
bersangkutan sebagai pelaksana informasi.

Bagian Ketiga ...
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Bagian Ketiga
Petugas Informasi Utama

Pasal 14

(1) Petugas Informasi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Ayat (2) huruf d di jabat Kepala sub bagian Kerja Sama dan

Hubungan Masyarakat, Penyusun Informasi dan Publikasi,

Subagian Kerja Sama dan Hubungan Msyarakat yang memiliki
tugas dan fungsi kehumasan.

Petugas Informasi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tanggung jawab:

a.

b
c.
d

Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;

. Menerima aplikasi permohonan informasi;

Melakukan verifikasi data pemohon;

. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang

terbuka atau dikecua]ikan);

. Membuat registrasi pencatatan permintaan informasi dalam

buku besar setelah selesai verivikasi;
Memproses lanjut informasi ke PPID Utama;

- Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang

disampaikan kepada pemohon;

. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan

layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan,
wajib meneruskan kapada PPID Utama.

BAB VI
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Pasal 15

{1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID berdasarkan

Pengujian ...
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Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian

sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk
diakses oleh setiap orang.

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan atas persetujuan Rektor UPN “Veteran”
Yogyakarta.

Pasal 16

Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
adalah Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta ini.

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan
Pasal 17

(1} Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat

proses penegakan hukum ditetapkan setelah mempunyai kekuatan
hukum tetap (incrach).

(2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

BAB VII
KATEGORI INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 18

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, UPN “Veteran” Yogyakarta
menyediakan:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b.Informasi ...




b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
¢. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

d. Informasi yang dikecualikan.

Pasal 19

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan
informasi yang diumumkan secara berkala yang selanjutnya dapat

dilakukan pembaharuan sesuai dengan karakterikstik informasi,
meliputi;

a. informasi tetang profil UPN “Veteran” Yogyakarta;

b. informasi program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;

c. informasi tentang realisasi kegiatan dan kinerja yang telah maupun
sedang dijalankan beserta tingkat capaiannya;

d. surat-surat nota kesepahaman dan perjanjian dengan pihak lain

berikut dokumen pendukungnya;

e. informasi tentang data yang ada di setiap Unit Satker di UPN
“Veteran” Yogyakarta;

f. informasi tentang daftar rancangan peraturan perundang-undangan
terkait UPN “Veteran” Yogyakarta;

8. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai

peraturan perundang-undangan terkait; dan

h. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan serta memproses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung
jawab yang dapat dihubungi.

Pasal 20

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana di

Maksud ...
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maksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan informasi yang apabila

tidak segera diumumkan akan mengancam keselamatan, keamanan,
dan kesehatan pekerja dan masyarakat serta lingkungan hidup dan
harus diumumkan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 21

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 hurufc meliputi:

a.
b.

C.

7

Daftar Informasi Publik yang di bawah penguasaannya;

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan;
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan;

Surat menyurat Rektor dan satuan Unit kerja dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang sifatnya biasa;
Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang
diberikan;

Data perbendaharaan atau inventaris barang milik Negara;

Rencana Strategis UPN “Veteran” Yogyakarta dan Rencana Kerja;
Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan
dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan
oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

Daftar serta hasil-hasjl Seminar, Workshop, Sosialisasi,
Penyuluhan, Pengabdian Masyarakat dan Focus Group Discusion
(FGD);

Informasi publik yang lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau

penyelesaian ...




-17-

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
m. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam

pertemuan yang terbuka untuk umum;

Pasal 22

(1} Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf d, merupakan informasi yang bersifat rahasia, tidak
dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon
informasi dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh PPID setelah dilakukan uji konsekuensi.

(3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

akan dibuat dalam peraturan tersendiri.

Pasal 23
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat disampaikan

melalui media massa baik cetak maupun elektronik atau website UPN
“Veteran Yogyakarta.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 24
Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang pengelola
informasi dan Dokumentasi, Atasan PPID, PPID Utama, PPID
Pelaksana Unit Kerja dan Fakultas, Petugas Informasi Utama,
menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing antar satuan kerja di Lingkungan UPN

“Veteran” Yogyakarta sesuai dengan tugas masing-masing,

BAB IX ...
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BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 25

(1) Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13  dari setiap Unit kerja harus dimutakhirkan dan disampaikan

kepada PPID selaku pengelola Pusat Data dan Informasi secara
berkala,

(2) Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam Informasi Publik.

(3) Format Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 26

Ketentuan tata cara pengelolaan dan mekanisme penyampaian
informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dilakukan sesuai dengan Prosedur terkait dengan alur data dan
Informasi di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.

BAB X

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 27

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada
prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 28

(1) Setiap Pemohon Informasi dapat memperoleh informasi dan

Dokumentasi ...
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(3)

(4)

(6)

(8)
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dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara

tertulis dan tidak tertulis.

Dalam hal permohonan informasi dan dokumentasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, setiap

pemohon informasi harus mengisi formulir permohonan informasi

yang telah disediakan.

Dalam Hal permohonan informasi dan dokumentasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tidak tertulis,

Petugas informasi memastikan tercatat dalam formulir

permohonan informasi yang telah disediakan sesuai dengan

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

Format Formulir permohonan Informasi terdapat dalam Lampiran

I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

Petugas Informasi akan mengevaluasi permohonan permintaan

informasi terkait dengan:

a. nama dan alamat Pemohon Informasi;

b. subjek dan format informasi;

€. cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi; dan

d. alasan kepentingan permintaan informasi.

Permohonan permintaan yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat {4), akan dicatat dalam buku

register dan kepada Pemohon informasi diberikan tanda bukti

permintaan informasi.

Format buku register terdapat dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor

UPN “Veteran” Yogyakarta.

Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diteruskan

kepada PPID dan dokumentasi untuk didistribusikan kepada

Pejabat Informasi sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing

untuk menyiapkan jawabannya.

Pasal 29 ...
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Pasal 20

(1) Jawaban informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1), disampikan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan diterima oleh Petugas Informasi dan
dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan
alasan secara tertulis

(2) Format Jawaban Informasi terdapat dalam Lampiran  VII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta,

Pasal 30

(1) Permohonan informasi yang ditolak dengan pertimbangan
informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan atau
bersifat rahasia.

(2) Penolakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan Keputusan PPID Utama yang disertai alasan
penolakan.

(3) Format Keputusan PPID tentang penolakan Permohonan Informasi
terdapat dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta ini.

Pasal 31

(1) Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis
sebagaimana termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta,
kepada atasan PPID melalui Petugas Informasi berdasarkan alasan
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Format Pengajuan Keberatan terdapat dalam Lampiran IV  yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor
UPN “Veteran” Yogyakarta, Pengajuan keberatan sebagimana

dimaksud ...
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dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku register keberatan
sebagaimana termuat dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta
dan diteruskan kepada Atasan PPID.

(3) Format Buku Register Keberatan terdapat dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor
UPN “Veteran” Yogyakarta ini.

(4) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya keberatan secara tertulis.

(5) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguatkan putusan yang
ditetapkan oleh bawahannya.

Pasal 32
(1) Permintaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 dapat disampaikan kepada petugas informasi Utama
(2) Petugas Informasi Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) di Humas
UPN “Veteran” Yogyakarta, Jln. Ringroad Utara (SWK) 104 Condong
Catur Yogyakarta

Pasal 33

Pelayanan Informasi Publik di UPN “Veteran” Yogyakarta dilakukan
berdasarkan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor UPN
“Veteran” Yogyakarta.

BAB VII ...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 Agustus 2017

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
REKTOR,

Ttd

SARI BAHAGIARTI, K.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Ttd

Wisnu Hadi




LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UINIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

“VETERAN” YOGYAKARTA.

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733,
Fak.486400
JI. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http//www.upnyk.ac.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nama

Alamat

Pekerjaan/mhs

Nomor Telp

Email

Rincian Informasi yang
dibutuhkan

Tujuan Penggunaan Informasi:

Cara Memperoleh Informasi : 1.1 Melihat/Membaca/ Mendengarkan /Mencatat****
2.[] Mendapatkan salinan informasi(Hardcopy/Softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan  : 1. [_] Mengambil Langsung

Informasi 2. [ Pos

3. [ Faxsimili

4. [] e-mail
Yogyakarta, 2017 Yogyakarta, 2017
Petugas Pelayanan Informasi, Pemohon Informasi,
[ tamtsnnmm s e e e sy (i35 5 mms s e )

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
** Pilih satu dengan member tanda (v)
*** coret yang tidak perlu

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA

TTD

SARI BAHAGIARTI K

Di Balik Formulir Permohonan Informasi
Di Cetak sebagai berikut:




Hak-hak Permohonan Informasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

L

HIL

V.

Publik.

Pemohon Informasi Publik berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di

UPN “Veteran” Yogyakarta kecuati:

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha yang tidak sehat ,
membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkap kckayaaan
alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan
kepentingan hubungan Inar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia
pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan
Publik yang menurut sifatnya diuali atas drahasiakan kecuali atas putusan
komisi informasi atau penngadilan, Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-Undang

b. UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai Badan Publik juga dapat tidak memberikan
informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pastikan Anda Mendapat Tanda Terima Permintaan Informasi Berupa Nomor
Pendaftaran Ke Petugas Informasi/PPID. Apabila tanda terima tidak diberikan
tanyakan kepada Petugas Informasi alasannya, kemungkinan permintaan informasi
anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas
diterima atau tidaknya permchonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh UPN “Veteran” Yogyakarta.
UPN “Veteran” Yogyakarta dapat memperpanjang waktu untuk member jawaban
tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal informasi yang diminta belum
dikuasai/didokumentasﬂcan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang
diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

- Biaya yang dikenakan bagi permitaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan

UPN “Veteran” Yogyakarta adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UPN
“Veteran” Yogyakarta).

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan UPN “Veteran” Yogyakarta
(misal: menolak permi




LAMPIRAN H

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN®
YOGYAKARTANOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

"VETERAN" YOGYAKARTA

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMAS! PUBLIK*
. STATUS INFORMASI Emgﬂh_,__”%ﬂ“wm_ YANG HARI DAN TEMPAT ﬁﬁhﬁﬂq
NO | TANGGAL | NAMA | ALAMAT | NOMORKONTAK | PEKERIAAN _z,“oh_ﬂﬂ_ﬁ“>zm PENGGUNARN [ BELUM SOFTCOPY | HARDCOPY | KEPUTUSAN nmpﬂwﬁﬂz
INFORMASI DIDOKUMENTASIKAN PEMBERITAHUAN | PEMBERIAN | BIAYA | CARA
YA |TIDAK TERTULIS INFORMAS!
Keterangan:
Nomor : diis! tentang nomor pendaftaran perrmohenan informasi publik
Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan di tetima
Nama : dilsi tentang nama pernohon
Alamat : ditsi tentang alamat lengkap dan jelas pemohon Informasi untuk memudahkan pengitiman yang diminta
Nomor Kantak :diisl tentang nomor kontak [nomor telepon/faxsimili/telepan seluler/emall Pemohon Informasi Publik)
Pekerjaan : dilsl tentang pekerfaan Pemchon informast Publik
Informasi yang diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi : diisl tentang tujuan/alasan/permchonan dan penggunaan informasi
Status Informast :dlisl dengan memberlkan tanda (V) Bila tidak di bawah penguasaan , tufiskan Badkbila diketahul sesuaj
dengan isfan di formullr pemberitahuan tertulis
Format Informasi vang dikuasal : diist dengan memberikan tanda (V)
Jenls parmohonan : diisl dengan memberikan tanda (V)
Keputusan : diisi dengan Ist keputusan dalam pemberitahuan tertulis
Alasan penolakan : dilsi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID
Hari dan Tanggal : dilst tentang
a. Hari dan Tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sehagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomorid
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. Harl dan Tanggal pemberian informasl kepada Pemohon Informasi Publik

Biaya dan Cara Pembayaran : dilsi tentang biaya yang dibutuhkan serta petinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan,
Format inl adalah Register Permohonan Informasi Publik secara manual. UPN “Veteran” Yogyakarta dapat mengembangkan format int dalam bentuk format lain
Misalnya secara komputerfsasi dengan memenuhl unsur-unsur yang termuat dalam format ini, REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YAKARTA

D

SARI BAHAGIARTI K




N

A LLAVIDOVHVE IIVS

aLl

VIIVAVADOA TVNOISYN NVNNONVEWAd SV.LISYAAINN

AOLATA
LRy (ynfing) elep eiep Qidd Yajo Infniasip ye|a3 SueA
. Suefuediodip _ uep uenfeduad |ensas |SEWIOJU| BUILISUAL UBYE |SEWLIOJU| UBLOYOWA
1edep ueqeme( RTINS, £
UBLIaQUIa ]
A
ejep elep l "ISBWLIOJU| UOYOWad
i .i._ 3 ueyjledwes|p ynun gidd 1ep uesninday lisey ewpauaw sedniad 9
ejep uoyowad lopjay ueinieiad wejep uelidwey JewWi0) |BNS3S
uswnyop Iseuiojul uoyowad 3y ueyledwesip ynun jsewloju; sesnjad epeday
uep jeins usyuaquiasw uep efiay 11ey (ynindas) o 1eque| Sujjed sinua) esedas
A ISewIojul urUOYOW.Iad ‘eueyeABO) URISIAA, NdN Y20 ueydelayp Sueh S
“, ueinjesad wejep jensas yajoladip jedep Bueh sewiojul uep eAeiq uep
: | uewiBuad esed ‘Isewlojul Auyepjy/epe Jenwaw Suei uenyejuaquad
._4, ieing edn.aq Isewuolu| uoyowad epeday ueded8ue; ueyagqaw gidd
uoyowad uoyowad _ Nqasiay Isew.ojul lesenBuaw SueA efiay uenies ay ueysnialp uep
uswnjop uawnyop hr sa50.4d|p ueje uenjualay ueduap jensas eAujsueIsqns BueA ueuoyowlag
uep Jj|nw.oy uep A||Nwioy % : *sasoudip jnun Q|dd epeday ueuoyouwsad ueysniauaw |sewoju| sedniad ¥
uawnyop 13151831 nyjng ueuidu)ip Jued Jowou uep |sewoyu| ueuoyowad ueynyejaw
Yej2} 1314ng epuej jsewoyu| sednjaq ‘Isew.oul ueuoyouliad uedeyBuaey ¢
%@238uaw uep uoyowsad Up se1IUAP| 1eIeIUBW |Sew o] Ssedniad
Jijnuioy eliay ey NIS/d L) ueyuiBuip
(ynfny) £ ewejas 8ueA ;sewioju| ueledweduad eses uep ueeungduad eses uep ueeung3uad
ueduefuedsad uen(ny * ueyynngp SueA Isewiou uepuL ‘(llew3/dH/d|ayoN uep jewe|e 4
uep 4 ‘/WIS/dLDI"ON ‘BWeu )u|p Se}IUSP! UBYLIDGWSW [SEULIOJU| UOYOWad
1s18ua AnwJoy _ (uodajay neje ‘|lewa/jausaiul
uep Jinwuioy oySue|g _,.. ........ 1 ;3% “1euns |njejaw) Bunsdue| yepi3 esedas undnew (8unsBue| (3uejep) I
BWILIBUBIA BunsBuej e1E23S y1eq |SBULIOJU| UBLOYOWLIDD ueynfeBuaw uoyowad
I — ding npEA uedexyFuagayy ardd ISVINHOINI SVONLAd NOHOWHd ueymday B
mjeg mnpy VNVSMVTAd

AI'TENd ISVINIOANI NVNVAVT HASINY YHN

VIMVAVADOA NVIHLIAL TYNOISYVN NYNNONVEHWAI
SVLISHIAINN ISVINTANNOA NVA AI'T9Nd ISVIWHOANT DONVINAL
ONV.LNHL

LI0T NMHV.L ¥1 HOWON

VIAVAVADOA NVILLIA.

TVNOISVN NVNNONVEHNH SVLISHIAINN YOLMTI NVINLVIAd
NYHIJAVT




A LLHVIOVHYE VS

alL

VIHYAYADOA LNYHILIA. TYNOISYN NYNNONVENId SYLISHIAINA

*|ul 12WLL0) Wiejep 1entuia) Sued Jhsun
WHEI313A, Ndf “[EnUEL BIEIBS Yi(qNd |SEULICJU| LRUOYOWIRG Ja15180Y YE|BP. JU] JEWI0Y

IRSUR [YnuawsLy geduap |seslaaindwsoy ejedas eAuespy

HOLAIY Uje| 18tLI0) yntuag Wwejep Jug Jewo) ueySuequaduau jeden eLeyeAgoL
“uenye|ip Bued ueseAequad ered uep ehuuenupsd eusas ueyyniagp Sued eAeyq Bueuay jspyp ¢ UeleAequiag Bie7) uep eARlg
Aliand [sewou] toyowad epeday ISeuLIOU) uepaquiad [e88ue) uep Hey q
Alqhd Iseuniopur ueeyng@19y Susiusl 800z Unye)
¥TIowoN Buepun-Juepun zz |esed wejep pnsyew)p euew|eseqas sj|nuay uenyeiaquad uejedweAiusd [e88ue) UBp ey e
Fueusy sp |eS8ue] uep ey
Gidd UBSEIR Y30 uRdejousd ueseqe Sueuay 1sip « ueyejouad uesepy
Stinua uenyzuquiad wejep uesninday st ueSuap [spp @ uesninday
{A) epuey ueyuaquaw ueSuap s)p ueuoyowad sjuar
(A) epue) uexpraquIBW ueSuap Istip 2 lesenyjp Sued |setuwiop) lewuoy
SINua LeNyeIagwad Jijnuio) 1 ue|s; ueSuap
IBNS3S INYe1aXip ejipeq ueys)m * usesenduad yemeq 1p yepp eyg (A} epue) ueylIaquaLL ueluap s)p: ISELLIOMY) ShIELS
|seudofu) ueeund8uad uep uBLOyoULad fuesele/ueniny Buejuay |sp : {sewlojul ueeund8uag uenfny
ewwp Buek jsewiioju (1ejop Fueuay Ishp: eujup Fued sewlopy
YHGNd IseLou| ueyoluag ueeliayad Suelua) jsup : ueefliayad
(1904 1seWOL| UoyOuB llewa/sanias uadaay/ijiunsxey/ucdajay 4otuou) yejuoy Jowou Susua) [spp HelUoy JowoN
eutwip Aueh uew)nBusd ueyyepnwaw ymun Isewlioiu) uoyowrad se(a] uep deyBus) jewee Sueyuay syp: jewely
uayolad ewey Jueual jsip ; BLUEN
FLU8Y Ip ueuoyounad jefSuel Buejual syp |e88ue
Algnd [sewsop) ueuoyouad uejeyepuad Jourou Bueual |syp : JawoN
ueduelatay
zqh.““ﬁwwwﬂﬂ._.«_ AJODQYUVH | AJODLI0S ! ! ° P ’ ) ISYINHOSNL ISVINHOINI
ISYINYOINI aidd NVdV1INTd NYYNNDONId vANIviQ NYNOHOWMAd |\ iz AVLNONHOWON | 1viaviv | winwN | Twoonve | on
NOHOW3 | nysyiyisisoq | Twoonyy [ Gidd NVSYY IvsnXIa NYLVHISIN NYNIVONI NYSYTY Nvnrny [ SNVAISYARORI | NwvLavaNag
NVIVOONYL NYQ e | NVSPLNAY | DNVA ISYINYOINI LYINY04 HOWON
NV VINYN
NYiVHI9IN HALSIO3H

VLYYAYADOA (NVHILIA,

IYNOISYN NYNNONVEWAd SYLISYIAINN ISYINIAIOD NVQ Xrand ISYINMON!

ONVINIL

LTOZNNHYL YT HOWON Y1HVAVADOA
nNVHILIAL TYNCISYN NYNNONVEINIA SYLISYIAIND HOLNIY NYHNLVY3d

A NvHIdWY




